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BAB III 

 

 

 

PENUTUP 

 

 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan penanganan kredit macet dengan cara agunan yang diambil alih 

harus dilakukan proses pelelangan sebanyak dua kali namun jika dalam proses 

pelelangan tidak kunjung laku maka disitu BPR berhak mengambil alih agunan 

dalam artian membeli agunan tersebut untuk melunasi utang dari debitur 

tersebut dan BPR sebagai kreditur menjualnya dengan harga diluar 

pasaran.Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penanganan kredit 

macet dengan cara agunan yang diambil alih merupakan langkah yang tepat 

karena tidak menyalahi aturan hak tanggungan dan sesuai dengan prosedur 

Bank. 

2. Saran 

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai UPAYA PENYELESAIAN 

KEDIT MACET OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN 

CARA AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH DI PT BPR NAGA GIANYAR 

BALI, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 
 

1. Masyarakat 
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Kepada Masyarakat saran yang bisa penulis berikan adalah harus adanya 

rasa kesadaran yang tinggi terhadap cara mengatur finansial agar tidak 

terjadinya pengambilan kredit yang tidak bisa diselesaikan sesuai 

waktunya sehingga menyebabkan kredit macet. 

2. Bank Perkreditan Rakyat 

Kepada Bank Perkreditan Rakyat saran yang bisa diberikan penulis adalah 

melakukan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan cara yang lebih 

efisien seperti yang di Bank umum lakukan agar Masyarakat kelas 

menengah kebawah bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet 

dengan efisien juga. 

3. Pemerintah Daerah 

 

Kepada pemerintah daerah saran yang bisa penulis berikan adalah 

mengatur kepada setiap masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan 

pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kemampuannya dengan tujuan 

untuk mencegah terjadinya permasalahan kredit macet. 

4. Otoritas Jasa Keuangan 

 

Kepada Otoritas Jasa Keuangan saran yang bisa penulis berikan adalah 

supaya mebuat aturan perbankan untuk tidak melakukan pengajuan kredit 

yang tidak bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk 

mencegah adanya permasalahan kredit macet. 
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Sumber gambar 1.1 kondisi kantor PT BPR NAGA saat penulis melakukan penelitian 
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Sumber gambar 1.2 Tampak depan kantor PT BPR NAGA saat penulis melakukan penelitian 
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Sumber gambar 1.3 Kondisi pegawai kantor PT BPR NAGA saat penulis melakukan penelitian 
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